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BAB IV 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip good and 

clean governance ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 

10 terhadap kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Prinsip atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) good and 

clean governance sudah diterapkan/diimplementasikan di Kantor Bagian 

Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan asas 

sebagai berikut: a) Kepastian Hukum, b) Kemanfaatan, c) 

Ketidakberpihakan, d) Kecermatan, e) Tidak Menyalahgunakan 

Kewenangan, f) Keterbukaan, g) Kepentingan Umum, dan h) Pelayanan 

yang Baik. 

2. Pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama Pasal 10 Tentang Asas-asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka 

penelitian ini dapat memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa 

pihak, diantaranya sebagai berikut: 
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1. Kepada Pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Pihak Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

disarankan agar terus meningkatkan pelayanan publik yang menerapkan 

prinsip-prinsip good and clean governance atau Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AUPB) agar pelayanan terhadap masyarakat 

lebih memuaskan.  

2. Kepada pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Setiap pegawai, terutama di Bagian Umum Kantor Sekretariat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disarankan untuk 

meningkatkan disiplin, integritas, profesionalitas, serta kemampuan dalam 

pemanfaatan teknologi informasi agar pelaksanaan tugas administrasi 

dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
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